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ABSTRAK

TEGUH WIBOWO (MI111 05 701). Analisis Implementasi Peraturan Dacrah
nomor 12 tahun 2006 tentang izin pemanfaatan kayu pada hutan hak di
Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Dibawah Bimbingan Yusran Jusuf dan
Bapak Mas*ud Junus)

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Daerah
Nomor 12 tahun 2006 tentang izin pemanfaatan kayu pada hutan hak di Kabupaten
Konawe Sulawesi Tengpara, Merumuskan strategi kebijakan pengelolaan hutan di
Kabupaten Konawe,

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview)
dan diskusi dengan stakeholder pada lembaga yang terkait dengan penelitian. Aspek-
aspek yang didiskusikan meliputi penetapan dan penerapan kebijakan pengelolaan
hutan pada era otonomi daerah, informasi tentang faktor - faktor internal ( kekuatan
dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) dalam penentuan kebijakan
dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis yang
digunakan adalah dengan menggunakan analisis SWOT ( Sirenghi, Weakness,
Cpportunities, Threats).

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada
Hutan Hak merupakan Aktualisasi dan implementasi dari Peraturan Pemerintah
Nomor 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan. Peraturan ini sejak dikeluarkan
sampai saat ini dalam pelaksanaanya belum mendapatkan kendala — kendala yang
dianggap dapat menghambat dari berjalannya peraturan daerah ini

Menurut dinas terkait Keluarnya kebijakan ini mempunyai potensi
memberikan manfaat sebagai : sumber Pendapatan masyarakat, sumber kebutuhan
bahan baku kayu pertukangan dan industri, memberikan pemasukan dana bagi daerah
melalui retribusi yang dihasilkannya Kabupaten Konawe sebagai daerah otonom
melalui Dinas Kehutanan dengan segenap kekuatan yang dimiliki berusaha seoptimal
mungkin memaksimalkan potensi yang ada di daerah untuk kemajuan pembangunan
daerah dan kesejahteraan masyarakatnya,

Berdasarkan hasil analisis swot, maka strategi yang ditetapkan adalah
strategi WT yaitu strategi untuk memperbaiki kelemahan, menghadapi ancaman atan
merubah ancaman menjadi peluang, Jadi strategi yang dapat dilakukan untuk
menghadapi hal tersebut adalah membangun Kerjasama dengan Para pihak, -
pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan, melakukan Penataan areal
hutan hak yang dimiliki masyarakat, memberikan sanksi hukum kepada masyarakat
sesuai dengan bentuk pelanggaran, yang disesuaikan dengan peraturan yang
berlaku
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era tahun 1999, era transisi menuju demokrasi melahirkan UU No. 22
Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang
perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah, ini merupakan napas baru bagi
bangsa Indonesia dalam menata pemerintahannya. Dimana dengan keluarnya
Undang — Undang (UU) tersebut peta perpolitikan di Indonesia bergeser dan
semangal sentralistik menjadi semangat desentralistik yang mana diharapkan dengan
kelvarnya UU ini pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya sendiri, kemudian
oleh bangsa Indonesia lebih dikenal dengan Otonomi Daerah.

Kemudian pada tahun 2004 keluar UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No 33
Tahun 2004 yang memperkuat dan UL otonomi daerah tersebut. Perubahan politik
diatas berdampak pada keragaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

Berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah daerah oleh pemerimtah pusat
diberikan kewenangan yang luas mencakup seluruh bidang pemenntahan kecuali
kewenangan dalam bidang politik luar negeri pertahanan keamanan, peradilan,
moneter, dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lain. Dari sekian banyak
kewenangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten adalah ‘

kewenangan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) nasional yang tersedia



diwilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai
dengan peraturan per-Undang — Undangzn

Hutan sebagai salahsaru asset vang sangal berharga dinilai memiliki peran
strategis dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk it diperiukan perhatian
dan pengelolaan yang optimal dalam hal pemanfastannya Pemerintah daerah
mengeluarkan kebijakan - kebijakan yang mengacu pada pengelolaan sumberdaya
tersebut, dengan tetap mengarah pada konsep kelestarian lingkungan. yang kebijakan
— kebijakan tersebut kemudian mengatur tentang bagaimana dalam pemanfaastan
hutan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam pengelolaannya,

Kabupaten Konawe sebagai daerah otonom melalui dinas terkait yaitu Dinas
Kahutanan kemudian melakukan - langkah — langkah konkrit sebagai usaha untuk
meningkatkan kontribusi untuk dacrah, dengan itu keluarlah Peraturan Daerah
MNomor 12 Tahun 2006 yang mengatur izin pemanfaatan hasil hutan pada hutan
hak.Untuk itu perlu adanya kajian khusus terhadap Peraturan daerah ini, apakah
dengan keluamya Perda ini dapat memberikan kontribusi yang baik untuk daerah
ataukah perlu dibuat kebijakan yang baru,

Dengan mengacu pada pandangan diatas penulis menyadari bahwa perlu
dilakukan studi tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

khususnya dari sektor kehutanan khususnya yang ada di Kabupaten Konawe..



B. Tujuan Dan Kegunaan
Tuwjuan penelitian ini adalah -
I Menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 whun 2006 tentang izin
pemanfaatan kayu pada hutan hak di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
2. Merumuskan strategi kebijakan pengelolaan hutan di Kabupaten Konawe
Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah
1. Sebapai bahan informasi dan pertimbangan dalam penetapan dan penerapan
kebijakan — kebijakan pengelolaan hutan

2, Sebagai bahan informasi untuk pengembangan penelitian berikutnya.



BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pengelolaan kehutanan

Kebijakan adalah berbagai kegiatan pengambilan keputusan yang strategis
dan menyangkut keseluruhan organisasi yang pada gilirannya akan memungkinkan
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baginya. Kebijakan beserta seluruh kegiatan
perumusannya berarti pemberi arah yang akan ditempuh oleh organisasi untuk satu
kurun waktu yang panjang dimasa yang akan datang (Siagian, 1993).

Penerapan kebijakan harus mewakili ciri rasional tertentu Rasionalitas
tersebut dikaitkan dengan usaha untuk pencapaian twjuan dan berbagai sasaran.
Dengan kata lain terdapat korelasi logis antara hal — hal yang ingin dilakukan dan
yang diputuskan untuk dilakukan. Agar menjadi logis, diperlukan penetapan
kebijakan yang mempergunakan pengetahuan, intelegensis, dan cara yang tepat
dengan didorong oleh motivasi (Siagian, 1993),

Faktor-faktor yang menentukan pilihan kebijakan awal dan tepat bagi suatu
daerah memang tidak terlepas dari masalah sumberdaya manusia dan sumberdaya
alam yang tersedia. Bagi daerah dengan kesiapan sumberdaya manusian dan
sumberdaya alam yang memedai, maka terdapat keleluasaan untuk menjalankan
otonomi daerah (Lappy, 2001 dalam Supirman, 2002).

Prakoso (1996) dalam Muis (2001) mengemukakan bahwa ada tiga asumsi
dasar yang mendorong ke arah perubahan kebijakan kehutanan yang lebih



memperhatikan masyakarat pedesaan (rural communify} dan pembangunan pedesaan

(rural development), yaity:

1. Sektor kehutanan harus Jebik menekankan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakal pedesaan di sekitar hutan, yang kehidupannya bergantung pada
interaksi dengan hutan dan tanah hutan,

2. Sektor kehutanan dan para rimbawan harus mengintegrasikan dengan sektor
pertanian dan sektor lain, serta perlunya faktor-faktor di luar sekior kehutanan
menjadi pertimbangan dalam penetapan kebijakan kehutanan.

3. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat sekitar hutan pada program kehutanan
merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program-program
tersebut.

B. Otonomi, Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Widjaja (1998) dalam Abdy Kumniawan (2005) mengemukakan bahwa secara
teontis kata kunci dalam otonomi berarti juga desentralisasi, sedangkan dalam
pengertian yuridis praktis berarti peningkatan daerah tingkat II. Disadari bahwa
hakikat otonomi, pengarahan maupun prionsipnya telah dituangkan dalam UU No.
32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah belum sepenuhnya dapat berjalan dengan
lancar. Tentu saja intensitas dan bobotnya masih terdapat perbedaan antara daerah
yang satu dengan daerah yang lainnya yang tentunya dengan kondisi dan tingkat

perkembangan masing-masing daerah.



Salah satu tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah efisiensi dan
efektifitas pemerintah di daerah, atau dengan kalimat lain pemberian otonomi kepada
daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintah di daerah terutama dalam pelaksanann pembangunan dan pelayanan
masyarakat (Busroh, 1989) dalam Abdy Kurniawan (2005).

Iskandar (2001) dalam Abdy Kumiawan (2005) mengemukakan bahwa
secara epismologis, otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani: “guwronomos™ atau
“awtonomia” yang artinya keputusan sendiri. Kata otonomi mengandung beberapa
pengertian, dan dua pengertian otonomi yang bisa diselaraskan dengan sektor
kehutanan adalah:

I. Jika suatu daerah ditentukan sebagai daerah otonomi maka pemerintah otonomi
di daerah tersebut harus telah memiliki pendapatan  yang cukup untuk
menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup dengan adil.

2. Pemenintah daerah otonom tersebut memiliki supremasi/dominasi kekuatan atay
hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Dengan demikian, secara umum otonomi daerah dapat diartikan sebagai
wewenang suatu daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam beberapa hal, kata otonomi sering disejajarkan dengan kata
desentralisasi. Desentralisasi berasal dari bahasa Latin de yang berarti lepas, dan
cenfrum yang berarti pusat. Dalam kajian Tata Megara, desentralisasi berarti
pemerintahan pusat dalam beberapa hal tertentu menyerahkan kekuasaannya kepada -

daerah masing-masing untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendin.



Desentralisasi adalah suaty proses penyerahan wewenang dari pemerintah
vang lebih tingg fyang mempunyai kekuasaan) kepada pemerintah yang lebih
rendzh derajamya menyangkut bidang legislatif, yudikatif, atau administratif

(Seligman dalam Pide, 1999,

C. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat serta
Kelestarian Hutan

Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang secara turun-temurun telah
memanfaatkan hutan sebagai mata pencaharian baik yang berasal darj kayu maupun
nonkayu, sungai yang terdapat dalam hutan, lahan hutan yang dijadikan ladang untuk
ditanami padi, kopi, buah-buahan, dan kayu manis dengan peralatan sederhana
(Mubyarto, 1984),

Kehidupan masyarakat sekitar desa umumnya tidak dapat dipisahkan dengan
ckosistemnya, Hubungan kekerabatan antar desa dan hubungan timbal balik antara
manusia dengan alam sekitar memberikan ciri khas kehidupan masyarakat desa.
Penduduk desa menjamin kesejahteraannya dari hutan sebagai tumpuan hidup, Hutan
menciptakan inspirasi hidup bagi masyarakat sekitarnya. Ketergantungan masyarakat
desa pada hutan sejauh diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun
{Simon, 1994).

Menurut Soemarwoto (1992) dalam Muis (2001), manfaat hutan untuk rakyat
sangat luas. Sejak dahulu rakyat melihat hutan sebagai sumberdaya penunjang
keperluan  hidup sehari-hari yang telah berlangsung sejak lama dan
berkesinambungan secara tradisional, misalnya untuk memperoleh makanan secara



langsung (buah, savur, hewan buruan), bahan obat (kina, minyak kayu putih) kayu

bakar (ranting akar), kavu bangunan atau alat-alat rumah tangpa, bahan tenunan

pakaian, dan sebagainya,

Menunnt Sutrisno (1995 ) dalam Supirman (2002), pembangunan sektor
kehutanan seharusnya dapat membawa perbatkan kesejahteraan masyarakat tepian
hutan. Namun pada kenyataannya masih cukup banyak masalah yang muncul
ditengah-tengah masyarakat. Salah satu sebab utamanya adalah menyangkut defenisi
yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat selempat, perihal fungsi hutan
dalam tatanan penghasil devisa yang dibutuhkan guna pembangunan nasional
namun bagi masyarakat tepian hutan, hutan memiliki fungsi sehagai tempat
penyangga seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi dan budaya mereka,

Soemarwati (1992) dalam Muis (2001), mengemukakan bahwa ada tiga pola
hubungan hutan dengan masyarakat, yaitu :

a. Pola ekstraksi, yaitu masyarakat yang ada di dalam atau sekitar kawasan hutan
menggantungkan hidupnya hanya dari sumberdaya hutan, tetapi relatif tidak
merusak karena pengalihan lahan hutan ke peruntukkan lainnya yang ditujukan
semata-mata untuk kebutuhan hidup sehari-hari,

b. Pola eksploitasi, yaitu masyarakat dengan pola pikir yang semakin maju dan
meningkat tingkat kebutuhannya mengatakan bahwa hutan dan sistem sosial
(masyarakat) bukan merupakan satu kesatuan (ekosistem) melainkan tﬁl‘pﬁﬂh
Dengan demikian, manusia dapat mengambil sebanyak-banyaknya manfaat tanpa
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mempertimbangkan bahwa kerusakan sistem alan akan mempengaruhi sistem
sosial masyarakat,

¢. Pola konfrontasi, yain terjadinya benturan kepentingan masing-masing sistem.
Kepentingan masyarakat akan produk hutan berbemturan dengan bagain dan
sistem alam yang senantiasa membutubkan aliran mepasukan devisa. Kondisi ini
menimbulkan persaingan khsususnya menyangkut input yang dibutuhkan oleh
masing-masing sistem untuk kelangsungan keberadaannya.

Wanasi sifat fisik maupun kondisi sosial ekonomi dapat diperhitungkan untuk
menentukan apakah titik berat pengelolaan hutan akan lebih ditujukan kepada fungsi
produksi atau fungsi perlindungan. Untuk menampung kepentingan produksi maupun
perlindungan lingkungan, maka tahap awal yang dilakukan dalam strategi kehutanan
sosial adalah menetapkan secara komplementer daerah dengan titik berat sebagai
fungsi preduksi atau fungsi perlindungan. Bentuk pengelolaan untuk yang pertama
dinamakan Forest Resource Management (FRM), dan yang kedua dinamakan Foresr
Ecosystem Management (FEM). Kedua kelompok bentuk pengelolaan hutan ity perlu
ditetapkan dalam konteks tata ruang untuk suatu DAS atau satuan ckosistem, dan ada
kemungkinan akan mengalami perkembangan secara dinamis menurut kebutuhan
dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat luas, bukan hanya masyarakat di
sekitar hutan saja (Simon, 1999).

Bagi masyarakat, jenis yang diusahakan dari hutan dapat mencakup tebaran
yang cukup luas, misalnya meliputi hasil kayu pertukangan, kayu bakar, pangan,
buah, sayur-sayuran, pakan ternak, sampai hal-hal yang diperiukan dalam upacara



adat, perkawinan, selamatan, dan sebagainya. Oleh karena it prinsip keuntungan
finansial tidak selalu menjadi tolak ukur yang utama Namun demikian, jenis vang
diusahakan itu perlu disesuaikan dengan arahan makro, apakah kawasan vang
diusahakan tergolong FRM atau FEM (FKKM, 2001 X

Kepastian alokasi sumberdaya hutan untuk masyarakat lokal adalah salah satu
prasyaral penting yang mendukung pengelolaan hutan secara lestari Alokasi
sumberdaya tersebut dapat berfimgsi sebagai “buffer zone ", Masyarakat “tidak™ akan
mendukung kebijakan pelestarian hutan apabila tidak mendapatkan manfaat dari
hutan di sekitamya (Golar, 1999),

Pengelolaan hutan secara lestari adalah proses pengelolaan yang dilakukan
secara kontinyu sedemikian rupa, sehingga mampu memberikan produksi dan jasa
yang sesuai dengan tujuan pengelolaan, Pengelolaan ini diusahakan tanpa
mengurangi nilai dan produktivitas serta tidak menimbullan efek lingkungan dan

sosial vang tidak diinginkan.

D. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematika untuk
merumuskan strategi perusahaan. Analisis didasarkan pada logika yang
memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threais).
Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi,
tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan.dengan demikian perencana strategi
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(stravegic planner) harus menganalisis faktor — fakior strategis perusahaan (kekuatan,
kelemahan, peluang, ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebu

dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah
analisis SWOT,

Pedoman yang biasa digunakan dalam menyusun faktor — faktor strategis
sualu perusahaan adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara
jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat
disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Keunggulan matrik
SWOT adalah mempermudah kita dalam memformulasikan strategi berdasarkan

gabungan faktor internal dan eksternal,

Yusran (2005) mengemukakan bahwa analisis SWOT membandingkan antara
faktor internal dan faktor eksternal, yang yang didasarkan pada logika yang dapat
memaksimalkan  kekuatan dan peluang |, namun secara  bersamaan dapat

merminimalkan kelemahan dan ancaman.

Menurut Perce IT and Robinson (1991) dalam Yusran (2005), kekuatan
adalah sumberdaya, keterampilan atau keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan
kebutuhan pasar suatu perusahaan. Peluang merupakan situasi yang menguntungkan
perusahaan, berbagai kecenderungan adalah salahsatu peluang seperti peraturan —
peraturan dan perubahan teknologi, Sedangkan ancaman adalah sesuatu yang tidak
menguntungkan rintangan perusahaan seperti masuknya pesaing baru, perubahan

teknologi, dan peraturan baru atau perubahan yang direvisi.




Analisis SWOT dapat dibagi dalam 5 langkah -
Menyiapkan tahapan SWOT
Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
Mengidentifikasi kesempatan dan ancaman
Melakukan ranking terhadap kekuatan dan kelemahan

Menganalisis kekuatan dan kelemahan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan + 2 bulan pada bulan Juli sampai Agustus 2007 di

Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara,

B. Metode Pengambilan Sampel

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan cara purposive sumpling, dimana
sampel yang dipilih merupakan stakeholder yang mempunyai keterkaitan langsung
dengan penelitian ini, diantara sampel yang mewakili tersebut adalah Dinas

Kehutanan, dan para pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini,

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth
interview) dan diskusi dengan stakcholder pada lembaga yang terkait dengan
penelitian ini.

Berdasarkan jenis data yang akan dikumpulkan, maka data-data tersebut
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

+ Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung. Dalam penelitian ini data
tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan diskusi
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dengan stakeholder terkait. Aspek-aspek vang didiskusikan meliputi penetapan
dan peverapan kebijakan pengelolaan hutan pada era otonomi daerah, informasi
lentang fakior - fakior internal ( kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang
dan ancaman) dalam penentuan kebijakan dan hal-hal lain yang berhubungan
dengan penelitian inj.
* Data Sekunder

Data sekunder vaitu data-data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini
dapat berupa data-data potensi daerah, data keadaan umum lokasi, data
kelembagaan, dan kebij akan-kebijakan dalam pengelolaan hutan, serta data-data

pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini kemudian diolah dan
ditabulasi serta diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian,. Metode analisis
yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis SWOT ( Strenght, Weakness,

Opportunities, Threats). yang akan digambarkan sesuai dengan Tabel 1.
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Tabel 1. Matriks SWOT

g L I m—
INTERNAL | j
FAETOR *  Falror - faktor | » Faktor -  fakior
EXSTERMAL Kekuatan internal kelemahan internal
QPPORTUNITIES (0) STRATEGI 50 STRATEGT Wi

Cip!;.han strategn yang 'Eip:akm ﬂ.‘l‘i:ll:ﬁ rmg_.
menggunakan kekuatan untuk | meminimalkan kelemahan

memanfaatkan peluang dan menghindasi ancaman
TREATHS (T) STRATEGI 5T STRATECI WT

Ciptakan  strategi vy ] :
» o Ciptakan  sirategi  yang

menggunakan kekuatan untuk meminimalkan kelemahan

mengatasi ancaman dan menghindari ancaman

* Faktor - faktor ancaman
eksternal

Keterangan :

* Stratepi SO
Menentukan strategl, dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebaut
dan memanfaatkan peluang yang sebesar — besarnya, agar kebijakan yang
telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal.

* Strategi ST
Menentukan strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh
kabupaten untuk mengatasi ancaman dari luar, agar kebijakan yang telah ada
dapat dioperasionalkan secara optimal
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* Strategi WO

Menentukan Strategn dengan cara memanfastikan peluang vang ada dengan
memimimalkan kelemahan yang ada dari kebijakan tersebut, agar kebijakan
Yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal
* Strategi WT

Menentukan strategi dengan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada di
daerah serta menghindari dar; ancaman , agar kebijakan yang telah ada dapat
dioperasionalkan secara optimal

Yang selanjutnya dianalisis secara diskriptif untuk menganalisa data yang

bersifat kualitatif atau menguraikan secara mendalam hasil yang bersifat kualitatif,

E. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah ruang lingkup atau batasan istilah yang akan
digunakan dalam penelitian ini, untuk menghindari perbedaan persepsi. Beberapa
istilah dengan batasan pengertiannya dituliskan sehagai berikut:

1. Kebijakan kehutanan, adalah keputusan-keputusan atau peraturan  yang
dikeluarkan oleh pemerintah berupa Peraturan Daerah (Perda) dalam  hal
pengelolaan hutan, batk yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan,

2, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban n:lm:rah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. :
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adi

-

o

[+ =]

10,

- Analisis SWQT adalah identifikas; berbagai faktor secara sistematika uriuk

merumuskan strateg; yang akan diambyl,

Kekuatan (strengihy) - fakior — faktor internal yang dimiliki oleh kabupaten uniux
memperkuat kebijakan tersehyt.

Kelemahan (weakness) : Faktor — faktor internal yang ada di kabupaten vang
melemahkan kebijakan tersebut.

Peluang ( opportumities) - fakior fakior penunjang yang mendukung berkenaan
dengan kebijakan tersebut

Ancaman (freaths) + faktor - faktor vyang berasal dari luar yang

merupakan rintangan atau ancaman dari keluarnya kebijakan tersebut,

. Strategi SO : menentukan strategi, dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk

merebut dan memanfaatkan peluang vang sebesar - besarnya, agar kebijakan
yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal

Strategi WO : menentukan strategi dengan cara memanfaathan peluang yang ada
dengan meminimalkan kelemahan vang ada dari kebijakan tersebut, agar
kebijakan yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal

Strategi ST : menentukan strategi dengan menggunakan kekuatan yvang dimiliki
oleh kabupaten untuk mengatasi ancaman dari luar, agar kebijakan vang telah
ada dapat dioperasionalkan secara optimal

Stategi WT : menentukan strategi dengan berusaha meminimalkan kelemahan
yang ada di daerah serta menghindari dari ancaman | agar kebijakan yang telah

ada dapat dioperasionalkan secara optimal
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BAB IV

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografi

I letak Wilayah dan Topograpi serta Hidrologinya
Kabupaten kenawe beribukota di Unaaha, 73 km dari kota kendari yang

secara geografis terletak dibagian selatan khatulistiwa. Melintang dari utara ke

selatan antara 3°.00" dan 4°25° lintang selatan membujur dari barat ke timur antara
121. 73" dan 123. 15° bujur timur.
. Dengan batas wilayah
| Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Sebelah timur berbatasan dengan laut Banda dan laut Maluky
3. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten konawe Selatan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka,

Luas wilayah daratan kabupaten Konawe, 11.669.91 km® atau 42, 43 % dari
luas daratan Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan laut (termasuk
perairan Konawe Selatan) + 11, 960 km® atau 10, 87 % dari Luas Perairan Sulawesi
Tenggara. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2,

Tabel 2 Luas wilayah menurut Kecamatan

Luas
Kecamatan (Ha)' {%a)
a_ = &
| Wawonii Baral S - =
2. Wawonii Selatan 23,377 00
3, Wawonii Tengah Bt s
4, Wawonii Utara la0e0 22




i

% Soropa o251 s
— :;;E 6.001 0.51
e S 2 17877 1,53
—— b Ut 11,126 0,95
10 !__amtlm'a 17.752 I‘jl
——t ;*:;;] 11,876 l:ﬂz
— - LM 4
= Fun. 26,878
— 13 Podidaha Ig‘ﬁlﬂ ﬁg
:': ﬁj"wﬂ 12,375 r:urs
. -, Wonggeduky 11,376 0,97
i 16, Wawotabi 8550 91?1
17, Meluhy 20.703 |1'f:jl'
18, Lasolo 26,250 2,25
- 19. Molawe 36,506 3,13
=0, Sawa 11815 1,01
| 21 Limbo 7.812 0.67
22, Unaaha 3375 0,29
73, ﬂﬂl@?bﬂi 7.501 0,64
24, Abuki 63, 756 546
25 Tnﬂgﬂuua 223797 1,92
26. Latoma 03 634 8.02
27. Asera 219,772 13,83
28, La_lﬂgikimu 47,675 4 5
29, Wiwirano 150,509 12 S
30. Rauta 218,858 18,75 =)
Jumilah [ 166 99] | CH, _|'

Sumber : BPS Konawe

Topograpi Kabupaten Konawe pada umumnya bergunung dan berbukit yang

diapit daratan rendah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian

berdasarkan hasil penelitian pada areal seluas 1.556.160 Ha. Kabupaten Konawe

dapat dibagi dalam 5 kelas sebagaimana disajikan dalam Tabel 3,

Tabel 3 Luas daratan menurut ketinggian diatas permukaan air laut

Tinggi ii’_:ﬂ:s{mm”m" Luas Diaratan (Ha) Persentase (%)
0-25 126. 157 8 11
25 - 100 A0F (22 31, 62
100 - 500 A2, 851 39 38
500 - 1000 212, 620 13, 66
1000 keatas 112, 500 7,23
Jumlah 1.556.160 00.00

Sumber : BPS Kabupaten Konawe dalam Angka 2005
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la .
“=ms anzh meliputi Laiospl 363.380 Ha atau 23,35 % ., Podzolik 438.110 Ha

it B = ow

== eoormanese! T2 16 Ha oay 4,71 %, Mediteran 52 808 Ha atau 3,39 %,
Asiviai 7508 Ha stau 4. 80 “edan tanah campuran 553.838 Ha 35,59 %

Fiidrolag KZDupaten konawe mempunyai sungai besar yang cukup potensial
untuk pengembangan pertanian irigasi dan pembangkit tenaga listrik seperti Sungai
Konaweeha, sungai Lahamhuti,sungai Lapoa, sungai Lasolo sungai Kokapi, toreo,
Andomewy, dan sungai Molawe. Sungai Konaweha mempunyai debit air + 200 M°
perdetik. Dari sana telah dibangun Bendungan air Wawotobi Yang mampu mengairi
sawah seluas + 18 000 Ha. Selain sungai — sungai yang lelah disebutkan diatas
terdapat pula Rawa Aopa vang sangat potensial untuk pengembangan usaha
perikanan darat.

Kabupaten konawe memiliki perairan dengan luas lebih kurang 1.960 km”
dan 1) buah pulau kecil dengan potensi yang sangat menonjol yaitu kekayaan hasil
laut yang juga memiliki panorama yang indah. Oleh karena itu perairan Kabupaten
Konawe sangat cocok untuk pengembangan usaha perikanan laut dan pengembangan
wisata bahan,

Beberapa jenis ikan dan hasil perairan Kabupaten Konawe seperti cakalang,
tongkol, ikan teri, ikan layang, udang dan hasil laut lainnya seperti Teripang,

jamping — jamping, lola, mutiara dan agar ~agar/rumput laut.
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2. Tklim

Seperti dasrz- - Ziarzh iz -nionzsia di kabupaten konawe dikenal dua
musim vaiiu musim hEThATRL d2n musim penghujan, Keadaan musim banyak
dipengaruhi oleh arys ANZin vang bertiup Qiatas wilavahnya,

Pada bulan November sampai dengan Maret angin banyak mengandung uap
air yang berasal dari Benua Asia san samudera pasifik, setelah sebelumnya melewati
beberapa lautan, Pada bulan - bulan terseby terjadi musim penghujan. Sekitar bulan
april, arus angin selalu tidak menenty, dengan curah hujan kadang — kadang kurang
dan kadang - kadang lebih.musim ini oleh para pelaut dikenal dengan musim
pancaroba. Sedangkan pada bulan Me; sampai dengan Agustus angin bertiup dari
arah timur yang berasal dari benua Australia kurang mengandung uap air. Hal ini
mengakibatkan minimnya curah hujan di daerah ini. Pada bulan Agustus sampai
dengan oktober terjadi musim kemarau, Sebagai akibat perubahan kondisi alam yang
sring tidak menentu, keadaan musim juga sering menyimpang dari kebiasaan.

Curah hujan Kabupaten Konawe tahun 20035 mencapai 2.851 mm dalam 205
hari hujan atau lebih tinggi dari tahun 2004 dengan curah hujan 1,556 mm dalam 132
hari hujan

Curah hujan dikabupaten Konawe dapat dibagi atas 3 bagian yaitu :

I. Pola curah hujan antara 0 — 1500 mm terdapat dibagian selatan dan sedikii

dibagian tengah yang meliputi sebagian kecamatan Unaaha.

21



2. Pola curah hujan tahunan antara 1300 — 1900 mm werdapar dibagian 1engah
dan  sedikit dibagian Utara, meliput: Nrcamaii- Wawasii lambina |
Soropia, Sampara, Wawotobi, sebagian Kecamatan Lasoio dan L naaha
Pola curah hujan lebih dari 1900 mm terdapar dibagtan tengah, meliputi

Kecamatan Asera dan Sebagian Kecamatan Lasolo dan Unaaha,

Subu udara dipengaruhi oleh berbagai factor perbedaan ketinggian dan
permukaan laut, mengakibatkan perbedaan suhu untuk masing — masing lempat
dalam suatu wilayah,

Secara keseluruhan, Kabupaten Konawe merupakan dacrah bersuhu tropis.
Menurut data yang diperoleh dari Pangkalan udara Wolter Monginsidi Kendari,
selama tahun 2005 suhu udara maksimum 34°C dan minimum 15°C atau dengan
Rata — rata 20° C . tekanan udara rata — rata 87,7 % kecepatan angin pada umumnya

berjalan normal yaitu disekitar 12,75 m/Sec.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Tabel 4.
Tabel 4. Han hujan dan curah hujan di Konawe tahun 2003-2005
L L M 200015
i . Ciirzh
Bilag Hari Hujen | Cush Hujan Har Hujan | Cumh Hujan Elari Hugan o
(HH) (M) (HH) (i) (HH) (M)
Tamusn LE 163 19 255 e | 3%
Februnrna 14 Z43 14 150 1% 35l
lane 18 i 13 15 . | 412 N
Apnd L] 357 14 204 23 A
b 13 23 4 L] b3 [73
Jumi 13 174 Iz 1l 1 17F
Juli 17 E3 & 174 1o 70
Agushas i5 a7 3 0 1 L]
.H'h;lmhu & a7 3 [iE] & 5&
-;m 7 i L] fa 1 2RO
T T—— i 15 4 23 16 55
Ihn:“bu 17 14 13 159 7 151




3. Pemerintahg n.

Kabupaten Konwe terbentuk berdasarkan Undang-undznz noma- 28 s -

1959 tentang pembentukan daerah tingkat 1] di Sulawes Téngenra: Foa Wit sou

kotanya di Kendari, sekarang masuk wilayah kota Kendari Keuka perama

diberlakukan undang-undang nomor 6 tahun 1995 tentang pembentukan kota madva
Kendari, dacrah kabupaten Konawe terdiri dari 19 wilayah Kecamatan dengan 334
desa/kelurahan. Pada tahun 2002 Kabupaten Konawe terdiri dari 23 wilavah
kecamatan dengan 631 desa/kelurahan, Bagian selatan dari Kabupaten ini kemudian
terbentuk menjadi Kabupaten Konawe Selatan yang meliputi 11 kecamatan. Untuk
memudahkan pelayanan kepada masyarakal serta berbagai pertimbangan lainya, dari
22 wilayah kecamatan tahun 2004 dimekarkan menjadi 30 wilayah, dengan 405
desa/kelurahan atau tepatnya 322 desa definitive, 38 desa persiapan dan 45 kelurahan
pada tahun 2005,

Seperti kabupaten lainnya di Indonesia Kabupaten Konawe di kepalai oleh

seorang bupati Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 perangkat staf

pemerintahan yaitu Sckretans Daerah (sekda), Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) dan Badan Pengawas,
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B. PENDUDUK DAN HETEHAGAHERJAAH
1. Jumlah dap Pertumbuhan Pendudul.

Hasil sensus penduduk tahun 2000 jumlah penduduk kabupaten Konawe
sebanyak  235.925, atau diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 53.5 ribu jiwa
selaa periode 1990 sampai 2000. Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2005
penduduk Kabupaten Konawe berjumlah 263,189 jiwa,

Berdasarkan data tersebut, laju pertumbuhan penduduk Kabupaien Konawe
sebesar 2,67% per tahun, atau sedikit lebih rendah dari pertumbuban penduduk
dalam dasawarsa 1980 sampai 1990 sekitar 4,37% juga lebih rendah dibandingkan
pertumbuhan penduduk Sulawsi Tenggra dalam kurun waktu yang sama scbhesar
2,86%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Penduduk Kabupaten Konawe menurut kecamatan 2001 sampai 2005

Kecamatan 2001 2002 2003 004 | 2008
{h (2) (3) (4) (3) (6)
1. Wawonu Baral 13,709 14,089 14 724 8810 6.602
2. Wawoni Selatan L6544 5 5048
3 WE'F-'-DIIii.TL‘:I'IEEIJ:I I 287 !
4. Wawonii Utars 5,240 5,323
5. Wawoni Timur 13,588 14,036 13,445 8,063 8743 |
[ 6. Soropia 10,573 | 10,670 11,166 11,244 11,322
7.  Samapara 27,751 28,868 16,671 10,702 11278 |
£. Bondoala 11,334 11,735 12066
9. Besulutu 6,733 7415
10. Lambuya 24123 | 22564 15,767 10,934 10,938
11, Uepai 10,246 10,518 10,151
12, Puriaala 5,385 5,950
13, Podidaha 33,428 | 35743 17,726 17,941 9,002
monggedo 9108
:; ‘q‘::::_mudum 17,975 17,554 17.253
16. Wawotobi 28414 | 29,180 29,593 29,976 25,523
17. Meluhu 4,700 |
1E. Lasolo 12,978 13,341 13,673 13,680 3'.21;3
:13: ;iﬂ:“ 10177 | 10,647 9,908 10,008 i’-ﬁ;—
21, Limbo x

24




P Uy

T 3 A ———— | 31,597 T 31733 24,598 24,537 18,902
_—f“_.-_ﬂliﬂ?_bﬂl__‘___ 5,600
~2_ e T 14171 | 14381 | 14037
T e SR N 15,070 13091 | 12,967
e S _ 1,974 2,053 2,125
=l Asers 20,299 | 27148 14,626 13,762 11,312
—=% Lanuuikima 2,326
=2 Wiwiranp 5,710 7.050 6,016
; 30, Raumg e 1.273 !I
Jumlah 243,262 | 248700 | 256377 | 250,040 | 363,189 |

ﬁTmber - BPS Konawe tahun 2005
2 Ketenagakerjaan,

Uraian masalah ketenagakerjaan disini akan meliputi usia kerja yang
didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 lahun keatas, yang terdin dari angkatan
kerja dan bukan angkatan kerja, Proporsi penduduk yang tergolong angkatan kerja di
kenal dengan Tingkat Parti sipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angkatan kerja dibedakan
menurut penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan. Penduduk yang bekerja di
rinci menurut lapangan pekerjaan/usaha, status pekerjaan utama dan jenis pekerjaan
utama. Sedangkan kategori yang bukan angkatan keja adalah mercka yang
bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Berdasarkan hasil Susenas Kor tahun 2005, penduduk Kabupaten Konawe
vang berusia 10 tahun keatas 76,30% atau 200.803 jiwa terdini dari angkatan kerja
vang meliputi berkerja sebesar 90,63% dan mencari kerja sebesar 39,37% serta vang
bukan angkatan kerja meliputi sekolah 51,41%, menurus rumah tangga 35,10% dan

]al“}'ﬂ IJ,S{}?‘"’D. Lntuk Iﬂglh jElﬂsﬂ}'E dﬂﬂﬂt dilthat Fﬂda Tabel 6,




Takal & Persentase Penduduk Usia 10 1ahun

ke ata s : i
kelamin 12hun 2013 © atas menurut jenis kegiatan dan jenis

e dEviee Laki-laki | Perempuan Jumizh |
b Angiatan ke 00 | 100 100

T il 94,89 82,75 90,63
- 5— TR A 17.25 3937
- =Pl ALCREIZT Boue

5 - b {10 106 100
| 21 ﬁ::gl:::'us i 76,89 39,77 51,41

iy H |

33 e ‘, 114 50,60 35,10

: 21.97 0,63 13,50

i, Persentage Pekerja | %

Terhadap Angkatan Kerja 538 iy e
4. Persentase angkatan kerja

terhadap  penduduk 10 71,41 35,22 33,59

tahun kearas

Sumber : BPS Konawe

Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Konawe Tahun 2005 sebanyak 7.8.. jiwa, turun 7.4 persen
dari tahun 2004 yang berjumlah 8419 jiwa. Dari dari 7.800 pencari kerja 4,407 jiwa
atau sekitar 56, 00 persen. Berpendidikan SLTA, 1.807 jiwa atau sekitar 24, 14 persen
berpendidikan sarjana keatas, 1. 204 Jiwa atau sekitar 14, 81 persen berpendidikan
Dill/sarjana muda dan untuk tingkat pendidikan lainnya masing — masing dibawah

10 persen,

C. PENGGUNANAN LAHAN
Penggunaan lahan dikabupaten Konawe dibedakan menjadi lahan sawah,

lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tegal/kebun/ladinghuma, padang
rumput tambak/kolam/empang, lahan untuk tanaman kayu — kayuan rakyat, hutan
Negara, perkebunan, lahan yang sementara diusahakan.rawa yang tidak ditanami dan

lain sebagainya.dalam Tabel 7 dapat diketahui luas lahan menurut penggunaannya.,
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Sumber : BPS Konawe

Untuk kehutanan sendiri kabupaten Konawe dalam hal inj pemerintah daerah
membag hutan menuru fungsinya yaitu - kawasan hutan sebesar 862,698 ha (76, 92)
dan kawasan budidaya non kehutanan sebesar 258,812 ha (23,08 %) sedangkan
untuk produksi Kehutanan terdiri dari Kayu jati sebesar 2, 5843 m” kayu rimba
sebesar 16. 360,3 m" dan hasil — hasil hutan lainnya sebesar 4. 440 ton. Kemudian
jumlah pengusaha hutan sebanyak 403 orang dengan luas pengolahan / penebangan
tidak diketahw.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel §.

Tabel 8 Luas kawasan Hutan yang telah ditetapkan menurut fungsinya, 2004 — 2005

{Ha).
Fungsi Hutan 2004 2005
I. Kawasan Hutan 460.110
|. Kawasan suaka dan Pelestanan 862.698 17,565
Lah 16.007
an
2. Hutan Lindung 400,576 42553
3. Hutan Produksi terbatas 1R2. 143 172,803
4. Hutan Produksi Biasa 362,792 184 .854
5 Hutan Produksi yang dapat 1. 180 42 332
dikonversi
II. Kgwasan Budidaya Non Kehutanan 258.812 189.714
' Jumish 1121511 | 649,824
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HASIL paN PEMByH SN

A. ;mplen;e"msi Peraturan Daerah Nomor |2 tahun 2004 Tentang
enmpary  KaYu Pada Hutan Hak 0 Kabupaten Konawe Sulawer

Sebagai wujud nyata dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan masa
otonomi daerah di Kabupaten Konawe, pemerintah dacrah sebapai daerah otonom
mengeluarkan  beberapa kebijakan dalam  sekior kehutanan yang mengatur

pelaksanaan pengelolaan atay pembangunan kehutanan di Kabupaten Konawe,

Kebijakan ini berupa peraturan daerah yang menegaskan bahwa adanya
peraturan daerah sebagai instumen hukum akan mengikat setiap warga masyarakat
untuk tetap menjaga keberadaan sekaligus memberikan sanksi hukum atas
pelanggaran Peraturan Daerah tersebut yang dalam Undang — Undang Nomor 32
tahun 2004 pada pasal 143 menyebutkan bahwa Peraturan dapat memuat tentang

pembebanan biaya pelaksanaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada

pelanggar sesuai dengan peraturan per — Undang — Undangan.

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 tentang [zin Pemanfaatan Kayu pada
Hutan Hak merupakan Aktualisasi dan implementasi dari Peraturan Pemerintah

Nomar 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,

pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan, Untuk lebih jelasnya Peraturan

Daerah Nomor 12 ini dapat dilihat pada Lampiran 2.
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Peraturan ¢ ini j
aerah ini jupa Merupakan pembaharuan dar perazu=n dasrah

sebelu '
mnya yaity PEEE[uan Daerah Momar 10 tahun 0! yase o s s dak H

o
- -

sesual lagi :
21 dengan Peraturag Pemerintah Nomor 34 tahun s SemoEfATUAR vang
- =

dilakukan berupa penyesuaian formal maupun yuridis matenalnya,

Pokok bahasan dari Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 kurang lebih
sama dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2001, yang membedakan adalah
besamnya tarif yang dipungut dan tindak pidana yang diberlakukan terhadap pemohon
yang melanggar kesepakatan / izin pemanfaatan kayu, pada Peraturan Daerah nomor
12 tahun 2006 sanksi hukum yang ditetapkan lebih ringan dibandingkan dengan
Peraturan daerah sebelumnya.. Dalam Peraturan Daerah Nomer 12 1ahun 2006 dalam
hal konsep dan penerapannya cenderung lebih rinci dibandingkan dengan Peraturan

Daerah sebelumnya.

Peraturan nomor 12 tahun 2006 ini sejak dikeluarkan sampai saat ini dalam
pelaksanaanya  belum mendapatkan kendala - kendala yang dianggap dapat
menghambat dari berjalannya peraturan daerah ini. Karena peraturan ini belum lama

dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Konawe.
Menurut Dinas terkait Keluarnya kebijakan ini mempunyai potensi

memberikan manfaat terhadap :

1. Sumber Pendapatan masyarakat
Manfaat ini jelas dirasakan masyarakat karena hasil hutan yang berupa kayu

yang dihasilkan dari hutan hak ini mempunyai nilai ekonomi tinggi, yang jika
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1

ini dip&r{[ﬂ ) :
Bangkan hasnln}'a akan digunakan oleh masyarakat untuk mencukupi

kebutuh : _
uhan hldunn!ra. Apalagi kayu jati merupakan kavu mewah .a--

MEmpunyai prospek Pasar yang menjanjikan,

Sumber kebutuhan bahan baku kayu periukangan dan Industri

Seperti diketahy; bahwa kondisi hutan kita sedang mengalami masa sulil

dimana sebagian besar dar hutan Indonesia mengalami kondisi yang sangat
mengkhwatirkan, Deforestasi, Sedang permintaan akan bahan baku industri
berupa kayu terus meningkat. Sebagai akibat dari berkurangnya bahan baku ini
banvak industri yang mengalami kerugian, bahkan ada yang mengalami pailit
pelaku industri tidak bisa harus mengandalkan bahan baku yang berasal dari
kawasan hutan negara. Diperlukan alternatif lain dalam perolehan sumber
bahan baku demi kelangsungan produksi. Yang sumber bahan bakunva imi

salahsatunya dapat berasal dari hutan hak

Memberikan pemasukan Dana bagi  daerah  melalui  retribusi  vang
dihasilkannya.

Pemerintah daerah kabupaten konawe menyadari potensi sumberdava alam
yang ada didaerahnya schingga mengeluarkan berbagai kebijakan yang
bertujuan untuk mengelola sumberdaya alam yang yang ada didaerah untuk
kepentingan pembangunan didaerah dan peningkatan PAD. Hutan hak sebagai

asset yang dimiliki oleh daerah , dimanfaatkan untuk menunjang pendapatan

daerah dari retribusi yang dihasilkannya.
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Permasalahan _—
yang terjadi  selams berlakunya Peraturan daerah ini

-:Imnlaran}-a :

1. Masih hanyaknya masyarakat

| yang helum  mengetahui kehijakan ni
sehingpa diperiukan sostalisasi dari pihak yang terkait

1

Belum terdatanya areal hutan hak yang dimiliki oleh masyarakat, karena
tersebarnya areal dan wilayah yang begitu luas menyulitkan untuk
dilakukannya pendataan Hal ini sesuai denpan hasil wawancara yang

dapat dilihat pada Lampiran 1.

Sebelum Peraturan Daerah Nomor 12 ini keluar, telah keluar jupa Peraturan
Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah
Milik dan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2003 tentang Tata Cara Pemungutan

Hasil Hutan yang Masing — masing mempunyai tujuan pokok,
Peraturan Daerah nomor [0 tahun 2001 di keluarkan dengan tujuan -

a. Untuk mengatur pemanfaatan kayu tanah milik sebagai upava menunjang

peningkatan Pendapatan Asli Daerah,
b. Untuk mengatur dan Menenibkan pemanfaatan kayu tanah milik

5 imana dimaksud dalam poini periama diatas, dan uniuk mencegah

timbulnva kerusakan lingkungan hidup secara dini sebagai akibat tindakan

pemanfaatan kayu tanah milik yang tidak terkendali.
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Peraturan
Daerah nomor 06 tahun 2003 dikeluarkan dengan tujuan utama

u.a.l— wh 3 ljul'u.i'"i mn""]\,
8 pelaksanaan Pengawasan terhadap pengolahan dan pemanfaatan

|1""|J y LEAT]

Wian vang berada gj Kabupaten Kendari maka setiap pengolahan dan
pemaniaaian hasil hutan harys mendapat izin dar pemerintah daerah dan dikenakan
retmbusi.

Kebijakan Pemerintah daerah diatas keluar sebagai implementasi dari
keluarnya Undang - Undang otonomi Daerah yang mengharuskan Daerah untuk

mengurus pemerintahan dan sumberdayanya sendiri.

Kabupaten Konawe sebagai daerah olonom melalui Dinas Kehutanan dengan
segenap kekuatan yang dimiliki beryssha seoptimal mungkin memaksimalkan
potensi yang ada di daerah untuk kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan

masyarakatnya.

B. Perumusan Strategi Kebijakan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Konawe

Kebijakan merupakan berbagai kegiatan pengmbilan keputusan yang strategis
dan menyangkut keseluruhan organisasi serta berkaitan dengan hal — hal yang
nilainya strategis ditinjau dari sudut kepentingan pelestarian organisasi vang pada
gilirannya akan memungkinkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baginya.
Kebijakan beserta keseluruhan perumusannya berarti pemberi arsh yang ditempuh

leh isasi untuk satu kurun waktu yang panjang dimasa yang akan datang
oleh organ

(Siagian, 1993)
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Cone YANE vane diba : '
N ~ang drkeluarkan pemerintah ini dipengaruhi oleh faktor —
TARIOT. VEmD tee e .
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taklor - fosmer N

=lERS 1l g Ir"-: I:r' . s ¢ ;
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dan Ancaman { Threarn.

Dalam  kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Rabupaten Konawe, van £ akan dibahas lebih lanjut adalah Peraturan Daerah Nomor
[2 tahun 2006 tentang lzin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak, Yang dalam
kebijakan ini akan dibahas secara lebih mendalam dengan mengacu pada berbagai

faktor yang mempengaruhi dari kebijakan tersebut.

I. Faktor — Faktor Internal yang mempengaruhi Peraturan Daerah Nomor
12 tahun 2006

a. Faktor Internal Kekuatan{Strenghr)

Faktor kekuatan merupakan modal dasar yang dimiliki oleh daerah yang
harus dipertahankan dan dikembangkan agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan

dengan lebih baik. Faktor — faktor kebijakan yang berpengaruh terhadap kebijakan
tersebut adalah :
1. Kabupaten Konawe sebagai daerah otonom

2 Kewenangan yang Diberikan Oleh Pemerintah pusat pada Daerah

{D:gentmﬂiﬂ-ﬁﬂ
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3. Potensi .
ensi hutan hak yang menjadi kewenangan pemenniah dasrah tercedia

4. Potens; Sumberdava Alam vang dimihiky K- _o

12T RIS

Untuk masing. : A
ElnE H'IES]HE. E-I.ll'!'lbr_‘l' ."'-..-ﬂﬁ.hc-l-:.ﬂ.ﬁ ;;:;...—_.:I.‘,:‘ d&ﬁ: l.j|1Jrl':I“.ﬂﬂ Eﬁhagﬂ‘l

berikut :
1). Kabupaten Konawe sebagai daerah otonom

Menindaklanjuti dari Undang-Undang Otonomi Daerah vang dikeluarkan
oleh pemerintah pusat, Pemerinak daerah berupaya uniuk mengatur dan
memanfaatkan potensi yang ada di dalamnya untuk meningkatkan pembangunan
daerahnya. Tidak sedikit dari daerah olonom yang memanfaatkan sumber daya alam
yang ada di dalamnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD)nya.
Demikian halnya dengan kabupaten konawe, pemerintah Dacrah demi untuk
memajukan pembangunan daerahnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat

meingkatkan income dari daerahnya. Contoh nyatanya adalah Dengan keluarnya

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006.

2). Kewenangan yang Diberikan Oleh Pemenntah pusat pada Daerah

(Desentralisast).

Dalam hal ini pemerintah pusat memberikan wewenang kepada masing-
masing daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dimana pemerintah
daerah diberikan kewenangan untuk mengelola Sumber Daya Alam nasional yang
tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Seperti vang telah diatur dalam
Ll
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undang- '
ng-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor
33 tahun 2004,

3). Potensi Hutan Hak yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Tersedia

Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah
dan berada diluar kawasan hutan. Pada umumnya masyarakat yang mengerti akan
pentingnya hasil hutan bagi peningkatan kesejahteraannya berusaha untuk bercocok
tanam dilahan miliknya d;zng:m tanaman kehutanan yang dipadukan dengan tanaman
pertanian. Tanaman kehutanan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut
adalah tanaman jati, dengan alasan nilai ekonomis yang tinggi. Mamun banyak juga
diantara masyarakat ini belum mengetahui prosedur permohonan izin pemanfaatan

hasil hutan, sehingga menyebabkan hilangnya pendapatan daerah pada sektor ini.

4.) Potensi Sumberdaya Alam yang dimiliki Kabupaten Konawe
Luas daratan kabupaten Konawe 11.669.91 km® atau 42,43 persen dari luas
wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Dengan Pembagian penggunaan Lahan yaitu
hutan negara/rakyat (61,16 %), perkebunan (10,71 %), padang rumput, rawa, dan
\ahan yang tidak diusahakan (848 %), Tegalkebun, ladang, tambak, kolam dan
empang (4,99 %), Pekarangan (7.01 %), sawah (3,07 %), dan lahan lain yan

digunakan untuk tujuan laun (4,16 %a).

Sabagiis arakat konawe memanfaatkan lahannya untuk tanaman -

ada pula sebagian masyarakat yang telah
p&]’kﬂhﬂmﬂ: namun

dengan tanaman kehutanan sepertl tanaman jati,

memanfaatkan sebagian lahannya
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dengan pan E
£an pandangan bahwg lanaman jati merupakan tanaman mewah yang mempunyai
nilai ekonomi tinggi.

Seperti diketahui bahwa Sulawesi Tenggara merupakan salahsatu penghasil

kayu jati yang cukup dikenal d Indonesia. Hal ini mempunyai arti penting bagi
masyarakat yang mengerti bahwa jati ity merupakan emas hijau yang memiliki

potensi besar bagi peningkatan kesejahteraannya.

Dengan melihat potensi yan g dimiliki oleh kabupaten konawe dapat diketahui
bahwa daerah ini memiliki potensi besar untuk tanaman kehutanan., banyaknya lahan
kosong dari masyarakat yang terbengkalai dapat dimanfastkan untuk menanam
tanaman kehutanan, hanya saja disini perlu dilakukan sosialisasi akan pentingnya

tanaman kehutanan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,
b. Faktor Internal Kelemahan ( Weakness)

Berdasarkan hasil dan penelitian ada dua faktor yang menjadi kelemahan dari
kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Kelemahan —
kelemahan tersebut harus dapat diminimalkan agar pelaksanaan dari peraturan daerah

tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Eelemahan — kelemahan yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan tersebut
yaitu :
1. Kurangnya sosialisasi Kebijakan sccara formal kepada masyarakat

2. Sanksi Hukum yang Ringan
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Dxan Ing — :
MAsINg — masing fakior tersebut akan diuraikan sebagai berikut -

1) Kurangnya sosialisas; kebijakan secara formal kepada masyarakat.

Deri hasil pengamatan vang dilakukan pada para pihak dan masyarakat masih
banyak diantara mereka yang belum mengetahui secara pasti tentang prosedural
pelaksanaan dari peraturan daerah yang dikeluarkan ini, khususnya masyarakat yang
dalam areal lahannya terdapat tanaman kehutanan scperi jati, bahkan diantara

masyarakat inj bahkan tidak mengetahui apa yang dapat mereka ambil dari keluarnya
kebijakan tersebut,

2) Sanksi Hukum yang ringan
Jika dibandingkan denga peraturan Daerah sebelumnya (peraturan dacrah no
10 tahun 2001), Peraturan Daerah no. 12 tahun 2006 ini memiliki sanksi hukum yang
lebih ringan. Jika pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 sanksi hukum bagi
pelanggarnya dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda
paling banyak dua kali jumlah retribusi yang berutang. Sedangkan pada Peraturan
Daerah Nomor 12 tahun 2006 ini bagi pelanggarmya hanya di kenakan sanksi pidana

kurungan 3 bulan atau sebanyak-banyaknya ermpat kal PRI d gk
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2 Faktor-Faky,

rEks :
Tahun 2004 et ang

Mempengaruhi Peraturan Daerah No. 12

8. Faktor Eksterpgj Pelua ng

Faktor ini merupakan fakior penunjang yang dapat dimanfaatkan dengan baik
demi untuk mempertahankan dar, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerntah
Daerah. Faktor inj dapat berasal dari fuar kabupaten yang pemanfaatannya dirasakan
sangal bermanfaat bagi masyaraka kabupaten Konawe pada umumnya, Faktor-faktor

eksternal peluang yang dapat dimanfaatkan yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 41 tahun 1999 Pasal 36 ayat 1.

ad

Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2007 .
3. Undang — Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang — Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pusat dan Daerah.

5. Tuntutan dari kebutuhan bahan baku industn pengolah kayu
Untuk masing-masng faktor ini dapat diuraikan sebagai berkut:

1) Undang — Undang Nomor 41 tahun 1999 Pasal 36 ayat 1
Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa pemanfaatan hutan hak yang
produksi dapat dilakukan kegiatan untuk memproduksi hasil _

mempunyai fungsi ;
a dukung lahannya. Dalam hal ini masyarakat diberikan

hutan sesuai potensi dan day
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kesempatan ya
pafan yang sebesar - besarnya unul mengelola dan memanfaatkan lahannya

sesuai dengan Potensi yang ada dalam lahan tersabyn

2} Peraturan Pemerintah Nomor 06 whun 2007

Peraturan Pemerintah ini kelyar seielah Peraturan Daerah Momor 12 tahun
2006 ini diberlakukan. Peraturan Pemenntah ini dimasukan dalam sumber peluang
dari berjalannya Peraturan daerah ini karena dalam peraturan Daerah tersebut
mengatur hal - hal menganai tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan serta
pemanfaatan hutan yang didalamnya Juga mengatur tentang pemanfaatan hutan hak.
Yang dalam Peraturan Pemerintah Ini Hutan Hak diartikan sebagai hutan yang

berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Pada dasarnya Peraturan Pemerintah ini mengulas tentang tata hutan dan
pemanfaatannya yang terdapat pada hutan kawasan namun karena pada Bab V dani
peraturan ini ada membahas tentang hutan hak maka dari hal tersebut Peraturan
Nomor 06 tahun 2007 ini dapat dijadikan sebagai acuan atau kekuatan yang menjadi

pendukung dari berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006.

3) Undang ~ Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang — Undang tentang Pemerintahan daerah Menekankan bahwa daerah

berwenang mengelola sumberdaya alam yang tersedia diwilayahnya dan bertangpung
jawab untuk memelihara sumberdaya tersebut.

Rerdasarkan Undang - Undang tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ind

Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun
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2006 '
yang dlkﬁluarkamwa. berusaha menggal; potensi yang ada didaerah khususnva

tensi
po sumberdaya yang adq Pada lahan masyarakar vane memanfaatkan tanaman

kehutanan i e
sebagai tanaman Pengisi darg lahannya, dengan cara menarik pungutan/

retribusi pada masyarakat yang melakukan kegiatan produksi .

4) Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pusat dan Daerah

Terkait dengan Undang — Undang ini, kebijakan vang dikeluarkan oleh
daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 kurang lebih berhubungan
dengan penerimaan yang akan diterima oleh daerah melalui izin pemanfaatan kayu

pada hutan hak.

Retrbusi yang akan diperoleh daerah dari izin pemanfaatan ini akan
membantu daecrah dalam hal Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang dihasilkannya,
yang manfaatnya akan sangat besar dirasakan bagi pembangunan di dacrah dan

pusat.
Sesuai dengan Undang — undang terscbut diatas, dapat diketahui bahwa
retribusi yang diperoleh dacrah dari iuran hasil hutan akan ada sistem pembagian

bagi hasil antara pusat dan daerah, dimana pembagiannya yaitu untuk dacrah seki
erintzh pusat sekitar 20 %. Dan dani 80 % yang diterima dacral
ntuk Pemerintah Provinsi dan 64 % untuk

80 % dan untuk pem
ini akan terbagi lagi dengan rincian 16 % u
kabupaten / kota penghasil.
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3. T '
untutan dar Kebutuhan Bahan Baky Industri Pengolahan Kayu.

R i di i :
tperti diketahy; bahwa kondisi hutan kita sedang mengalami masa sulit

dimana sebagian besgr dari hutan Indonesia mengalami

kondisi vang sangar
mengkhwatirkan, Deforestasi,

Sedang permintaan akan bahan baku industr berupa
terus meningkat. Sebagai akibar dari berkurangnya bahan baku ini banyak
industri yang mengalami kerugian, bahkan ada yang mengalami pailit

kayu

pelaku industri
tidak bica harus mengandalkan bahan baky yang berasal dari kawasan hutan negara.

Diperlukan alternatif lain dalam perolehan sumber bahan baku demi kelangsungan

produksi. Yang sumber bahan bakunya ini salahsatunya dapat berasal dari hutan hak

b. Faktor eksternal Ancaman

Faktor ini dapat berasal dari luar yang merupakan rintangan dari berlakunya
Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2006 ini. Hal ini harus segera diatasi karena dapat

merugikan daerah terutama dalam hal penerimaan kas daerah (retribusi).

Faktor-faktor eksternal ancaman yang dapat menjaadi rintangan atau
ancaman dari berjalannya peraturan daerah ini yaitu :
1. Areal hutan hak yang dimiliki oleh masyarakat belum tertats.

2. Potensi illegal loging.
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Unituk INg-rmasi
Masing-masing fakior terseby dapat diuraikan sebagai berikut.

). Areal hutan yang dimliki oleh masyarakat belum terdata

Hal ini terjad;
i terjadi karena kurangnya koordinasi antara dinas terkait dengan

masyara ili :
asyarakat pemilik lahan, Dimana masyarakat yang memiliki lahan hutan hak

tersebut tersebar diberbagai daerah sehingga untuk melakukan koordinasi dengan
dinas terkait cukup sulit Selain it masyarakat banyak yang kurang begitu
memahami fentang prosedur izin pemanfaatan hasil hutan yang pada akhimya

pemerintah daerah akan banyak kehilangan sumber pandapatannya dari sektor ini.
2). Potensi illegal loging,

Hal ini sangat berpeluang terjadi karena banyak diantara masyarakat pemilik
lahan hutan hak yang belum memahami betul prosedur pelaksanaan permohonan izin
pemanfatan hutan. Selain itu juga masyarakat lebih mmiIih.menjua] hasil lahannya
yang berupa kayu dengan lebih cepat kepada pelaku industri atau penadah kayu,
Yang hal ini sangat berakibat fatal terhadap Penerimaan kas daerah, dimana

penerimaan retribusi dalam sektor ini hilang dengan berjalannya praktek illegal

logping.
Berdasarkan faktor — faktor diatas dapat digambarkan dalam Tabel matrik

SWOT dibawah ini, yng bersamanya pula akan diberikan strtcgl — strateg! yang

dﬂ[ﬂl diambil untuk lebih mcmnksimalkan kekuatan dan ;u:hmug serta lhpal

: nimalkan kelemahan dan ancaman. Yang keomadian dari Srategl ~ sirsteg yang
meminim
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tersebut dipil; '
Pilih strategi yang Menjadi perhatian wtama yang harus ditangani

lak iebijak
pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lebih baik,

Tabel 9. Matrik SwoT

51.0)

Keluntan (Stremghe) (5) Kebemahan (Weaknessi(W)
Fakior internal
:nmh::m Eonawe scbage: dach | 1 Kimangnys sominlisesi kednjakan farmal
_ o krymds masyakat
::"-maunm diberikan pusat pada | 2. Sanksi Hukwm yang ringsn
; i Hutan Hak yang jodi
Fakor eksternal Poterai Sumber duy slen
Pebuang (Opportenity) (0) Stratepi 50 Strateg WO
I. Undang —wundsng Momor | 1, Membenkan kesempatan i inlisasi
¥ang sehesar | [ Memberika
:_-:-.,ﬁm 1999 pasal 36 - Hnruru;::. meyarakal ek rpada muﬁwmﬂqhmwﬂm
miTmgroduksi il huiam hak sesuni diberlslukern .

Melskukan Peryubuhen dan soaialisasi
DM gEfsf menanam Fﬂﬁ
masyamkal  schmgps  masysrakel
menyadasi akan pentingnye hasil histan
begi menska dan deerah (5,2 00
tidak membeli knyu dari hsil illegal
logging karens it akan menugikn
daerah( 5 ()

perturaa i bordalu (W) ; Oy)

3 Melakokan — sosinlisnsi  poossdur
Penganesen brin Pemanfatan hasil butan
w usyaakal pemilik LabanW, :

Ancaman (Threai) (T)

Strategi ST

2

Area] Hutsn hak yang
dimiliki oleh musyarakal
beburn termkomodin
Potensi fiegal Logging

. Melnkukan Kevjasams secam peoskizl

. Menpekomodis ares] hutn hek yang

meiudnhkan ; =
. Memberikan senksi Hulosman pidsna

dengan port pitak dan pemerinish
Provinsi (5 ; Ti}
)

pads Hiegal Logging seuni dengan
¥ itz per-mdarg- undangas (5 ; Ty
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memilika k
elemahan dap Menghadapi ancaman yang tidak begitu menguntungkan,

Oleh sebab ity
faktor kelemahan dan ancaman ini haruslah menjadi prioritas utama

yang harus ditangani seh; ngga kebijakan yang telah dibuat dapat berjalan lebih baik.

Strategi yang harus ditetapkan adalah strategi WT yaitu strategi untuk memperbaiki

kelemahan, men ghadapi ancaman atau merubah ancaman menjadi peluang,

Jadi strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi hal tersebut adalah

1. Membangun Kerjasama dengan Para pihak

Hal ini mutlak dilakukan demi tercapainya keselarasan dalam hal pengelolaan
dan pemanfaatan hasil hutan. Koordinasi dengan semua pihak harus terus
dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan yang dapat merugikan
dari salahsatu pihak yang juga mempunyai kepentingan yang sama.

2. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan
Hal ini jelas dilakukan demi untuk tegaknya kebijakan yang telah diberlakukan
tersebut, Yang tentunya hal ini akan membutuhkan kerjasama dengan semua
pihak, Kesadaran dari semua pihak dibutuhkan agar pelaksanaan kebijakan ini
dapat terlaksana dengan tanpa adanya hambatan yang berarf

Melakukan Pendataan areal hutan hak yang dimiliki masyarakat.

in akan susah dan membutuhkan cukup waktu yang lama karena

yang dimiliki oleh masyarakat. Namun dengan

Hal ini mungk
tersebarnya lahan hutan hak

e
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kerjasama dengan semua pihak lerutama

pemilik lahan semua ity akan dapat
diatas;

Memberikan sankg; hukum  kepada
pelanggaran, yang disesuaikan  dap
Hal ini

masyarakal sesuai dengan bentuk

Ean peraturan yang berlakuy

harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat

sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya
maupun negara,
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BAB V1

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 Tentang Pemanfaatan
Kayu Pada Hutan Hak di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara memberikan
manfaat sebagai sumber pendapatan masyarakat, sumber kebutuhan bahan baku
kayu pertukangan dan Industr, Sumber PAD Kabupaten Konawe melalui

retribusi yang dihasilkannya.

2. Permasalahan yang yang dihadapi dalam implementasi Peraturan daerah nomor
12 tahun 2006 tentang izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak di Kabupaten

Konawe Sulawesi Tenggara diantaranya :

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetabuni kebijakan ini

sehingga diperlukan sosialisasi dan pihak yang terkait
9. Belum tertatanya areal hutan hak yang dimiliki oleh masyarakat, karena

terscbarnya arcal dan wilayah yang begitu luas menyulitkan untuk
dilakukannya pendataan,

3. Strategi yang dapat ditempuh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan hutan di
Kabupaten Konawe yaitu :
1. Membangun kerjasama dengan para pihak di Kabupaten Konawe dan

Pemerintah Provinsi.
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2, Pengawasan vang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan d&i Kabupaten

Konawe
3. Melakukan penataan areal hutan hak yang dimiliki masyarakat
4. Memberikan sanksi hukum kepada masyarakat sesuai dengan bentuk
pelanggaran yang dilakukan
B. SARAN

|. Pemenntah Daerah Kabupaten Konawe perlu mencermati dengan seksama
implementasi kebijakan yang dilakukan dilapangan agar tujuan diberlakukannya
kebijakan tersebut tidak melenceng dari yang diharapkan

2. Terhadap masyarakat khususnya yang memanfaatkan lahannya dengan tanaman
kehutanan agar dalam pengelolaan lahannya tidak hanya mempertimbangkan
aspek ckonominya saja tetaps juga memperhatikan aspek lain seperti aspek
ekologi dan lingkungan.

3. Untuk pelaku industri agar dalam proses pengelolaan  industrinya tidak
menggunakan kayu dari hasil illegal loging karena hal itu dapat merugikan
daerah dalam hal penerimaan daerah dari retribusi [zin Pemanfaatan hasil hutan.
Selain itu juga dampak lain dari dlegal logging adalah terganggunya
keseimbangan lingkungan, hal ini mungkin saja terjadi karena hutan hak juga

memliki fungsi ekologi.
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